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ABSTRAK 

Terdapat dualisme terkait dengan kedudukan bank selaku pemegang hak tanggungan 

dengan perampasan pidana, yaitu ada yang menganggap kepentingan bank selaku 

kreditor preferen yang beritikad baik seyogyanya dilindungi, sehingga jika barang yang 

disita tersebut sudah dieksekusi, maka kreditur pemegang tanggunganlah yang memiliki 

hak lebih dulu menerima pelunasan. Namun, ada yang berpandangan bahwa kepentingan 

negara untuk menyita barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan harus didahulukan 

ketimbang kepentingan privat atau perdata. Atas dualisme tersebut, maka rumusan 

masalah di dalam penelitian ini: 1. Bagaimana kedudukan hukum bank selaku kreditor 

preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi? 2. 

Bagaimana perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak 

tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi? Penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen 

pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi dapat 

dikualifikasikan menjadi 2 (dua): Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu dengan 

perlawanan (derden verzet), sita persamaan, dan praperadilan. Kedua, perlindungan 

hukum represif, yaitu dengan keberatan, sebagaimana Pasal 19 UU Tipikor jo. Perma 

2/2022. 

Kata Kunci: Bank, Perampasan Barang Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum,  
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ABSTRACT 

There is a dualism related to the position of the bank as the holder of mortgage rights in 

criminal confiscation, namely that there are those who consider that the interests of the 

bank as a preferent creditor with good intentions should be protected, so that if the 

confiscated goods have been executed, then the credit holder of the mortgage has the first 

right to receive repayment. However, there are those who are of the view that the state's 

interest in confiscating goods suspected of originating from the proceeds of crime must 

take precedence over private or civil interests. Based on this dualism, the problem 

formulation in this research is: 1. What is the legal position of banks as preferent creditors 

holding mortgage rights confiscated by the state in connection with corruption cases? 2. 

What is the legal protection for banks as preferent creditors holding mortgage rights 

confiscated by the state in connection with corruption cases? This research is normative 

legal research with legislative, conceptual and case approaches. The results of this 

research are that the legal protection of banks as preferent creditors holding mortgage 

rights confiscated by the state in connection with corruption cases can be qualified into 

2 (two): First, preventive legal protection, namely by resistance (derden verzet), 

confiscation of equality, and pretrial. Second, repressive legal protection, namely with 

objections, as in Article 19 of the Corruption Law jo. Perma 2/2022.  

Keywords: Bank, Confiscation of Corruption Crimes, Legal Protection, 

 

 




